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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki
wilayah usaha dalam melakukan jual beli tenaga listrik dan
sewa jaringan tenaga listrik, memberikan pedoman dalam
penetapan tarif tenaga listrik dalam rangka menjamin
konsumen mendapatkan tarif tenaga listrik yang wajar, dan
melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik
dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik;

Mengingat . 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
318);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha
Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 671);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL  TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA
JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum.

2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri.

3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang
selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

4. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat
badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau
penjualan tenaga listrik.

5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli
tenaga listrik dari pemegang IUPTLU.

6. Harga Jual Tenaga Listrik adalah semua biaya yang
berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari
pembangkit tenaga listrik.

7. Sewa Jaringan Tenaga Listrik adalah semua biaya yang
berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi

dan/atau distribusi tenaga listrik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk
Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha.

Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang
selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya
penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan
operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke
Konsumen.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang
selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi,
distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada
Konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya
disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik
antarpemegang IUPTLU, antara pemegang IUPTLU dan
pemegang IUPTLS, antara pemegang IUPTLU dan
pemegang IUJPTL, dan/atau antara pemegang IUPTLU
dan badan usaha penyediaan tenaga listrik negara lain.
Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
ketenagalistrikan.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan di bidang ketenagalistrikan.



BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha wajib
memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah
usahanya.
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam
wilayah usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat
melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa
Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain.
Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga
Listrik dari Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan dari:
a. pemegang [UPTLU pembangkit tenaga listrik;
b. pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha;
c. pemegang IUPTLS;
d. pemegang IUJPTL; dan/atau
e. Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain.
Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai

dengan RUPTL yang telah ditetapkan.

Pasal 3
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga
Listrik wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.



(3)

(3)

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan

dalam PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Bagian Kedua
Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik

dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 4

Permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik
atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik diajukan oleh
pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha secara
tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dengan melampirkan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha
penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang
menyewakan jaringan tenaga listrik;

b.  surat penetapan pengembang atau letter of intent (Lol); dan

c. data dan informasi kepemilikan saham dan
pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan
penerima manfaat terakhir.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual
Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;

b. informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual
Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;

c. Dberita acara harga perkiraan sendiri; dan

d. Dberita acara kesepakatan harga.

Informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga

Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. kapasitas pembangkit atau kapasitas Sewa Jaringan

Tenaga Listrik;



(5)

(6)

(V)

b. lokasi dan titik interkoneksi;

c. faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau
faktor kapasitas (capacity factor);

d. suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit
atau spesifikasi teknis jaringan tenaga listrik yang
disewakan; dan

e. rencana commercial operation date.

Informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga

Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

meliputi:

a. rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang
terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan:
1. biaya investasi;

2. Dbiaya operasi dan pemeliharaan tetap;

3. Dbiaya bahan bakar;

4. biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap;
dan/atau

5. biaya jaringan atau fasilitas khusus;

b. lama kontrak;

c. model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga
flat, harga staging, atau harga dasar;

d. perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik;

e. pola dan mekanisme kerja sama;

f. mekanisme pembayaran; dan

g. model finansial dan parameter finansial Harga Jual
Tenaga Listrik.

Informasi terkait kelayakan finansial Sewa Jaringan

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meliputi:
besaran Sewa Jaringan Tenaga Listrik;

a.
b. lama kontrak;

o

pola dan mekanisme kerja sama; dan

e

model finansial dan parameter finansial Sewa
Jaringan Tenaga Listrik.

Ketentuan mengenai format surat permohonan
persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa

Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap
permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau
Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap dan benar.

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya dapat:

a. melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
b. meminta dokumen pendukung lainnya.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan
usulan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan
Tenaga Listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.

(4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan
alasan penolakan secara tertulis kepada pemegang
IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.

(5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah
Usaha dapat mengajukan kembali permohonan
persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6
Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa harga patokan yang

terdiri atas:



a. harga patokan tertinggi; atau
b. harga patokan lain yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha
menandatangani PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga
Listrik dengan Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan
Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat
persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan
Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 8
Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus
melaporkan rencana pembelian tenaga listrik atau rencana
Sewa Jaringan Tenaga Listrik kepada Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya paling lambat S (lima) hari
kerja terhitung sejak penandatanganan PJBL atau perjanjian

Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Bagian Ketiga

Penugasan Pembelian Tenaga Listrik

Pasal 9

(1) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota dapat mengusulkan penugasan
pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk
melakukan pembelian tenaga listrik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penugasan pembelian tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:
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a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha
penjual tenaga listrik;

b. surat penetapan pengembang atau letter of intent
(Lol); dan

c. data dan informasi kepemilikan saham dan
pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan
penerima manfaat terakhir.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. informasi terkait kelayakan teknis;

b. informasi terkait kelayakan finansial;

c. Dberita acara harga perkiraan sendiri;

d. Dberita acara kesepakatan harga; dan

e. surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan
studi penyambungan dari pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha.

Informasi terkait kelayakan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. kapasitas pembangkit;

b. lokasi dan titik interkoneksi;

c. faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau
faktor kapasitas (capacity factor);

d. suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit;
dan

e. rencana commercial operation date.

Informasi terkait kelayakan finansial sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang
terdiri atas komponen harga yang
merepresentasikan:

1. biaya investasi;

2. biaya operasi dan pemeliharaan tetap;

3. Dbiaya bahan bakar;

4. biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap;
dan/atau

5. Dbiaya jaringan atau fasilitas khusus;

b. lama kontrak;
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c. model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga
flat, harga staging, atau harga dasar;

d. perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik;

e. pola dan mekanisme kerja sama;

f.  mekanisme pembayaran; dan

g. model finansial dan parameter finansial Harga Jual
Tenaga Listrik.

Ketentuan mengenai format surat permohonan penugasan

pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi
terhadap permohonan penugasan pembelian tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:
a. melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
b. meminta dokumen pendukung lainnya.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau
penolakan permohonan penugasan pembelian tenaga
listrik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal
menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada
pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota.
Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pimpinan kementerian/lembaga, gubernur,
atau bupati/wali kota dapat mengajukan kembali
permohonan penugasan pembelian tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
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Pasal 11
Penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) juga berlaku sebagai persetujuan

Harga Jual Tenaga Listrik.

Pasal 12
Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha
menandatangani PJBL dengan Badan Usaha penjual tenaga
listrik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
menerima surat persetujuan penugasan pembelian tenaga

listrik dari Menteri.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN
TARIF TENAGA LISTRIK DAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT
DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 13
Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan
Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya.

Pasal 14
Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 merupakan pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi tenaga listrik,
usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga

listrik terintegrasi.

Pasal 15
(1) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Menteri setelah

memperoleh persetujuan DPR.
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Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan
kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pemegang
IUPTLU.

Selain memperhatikan keseimbangan kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Tarif
Tenaga Listrik harus memperhatikan:

a. kepentingan dan kemampuan masyarakat;

b. kaidah industri dan niaga yang sehat;

c. BPP Tenaga Listrik;

d. efisiensi pengusahaan;

e. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
f.  tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 16
Tarif Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Tarif Tenaga Listrik reguler; dan/atau
b. Tarif Tenaga Listrik prabayar.
Tarif Tenaga Listrik reguler sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan Tarif Tenaga Listrik
yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh
Konsumen.
Tarif Tenaga Listrik prabayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan Tarif Tenaga Listrik
yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh

Konsumen.

Pasal 17

Tarif Tenaga Listrik merupakan semua biaya yang berkaitan

dengan pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen meliputi:

biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kwh);
biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh);

biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga
langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang
dipakai atau bentuk lainnya; dan/atau

biaya lainnya yang terkait dengan pemakaian tenaga

listrik yang ditetapkan oleh Menteri.
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Pasal 18

Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 diperhitungkan berdasarkan BPP Tenaga Listrik
ditambah dengan besaran keuntungan usaha yang wajar.
Besaran keuntungan usaha yang wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda untuk setiap
pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.

Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan Tarif Tenaga Listrik tertinggi (ceiling base

tariff).

Pasal 19
Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) ditetapkan berdasarkan struktur dan
golongan Tarif Tenaga Listrik.
Struktur Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Tarif Tenaga Listrik untuk:
a. tegangan tinggi;
b. tegangan menengah; dan/atau
c. tegangan rendah.
Golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperuntukan bagi keperluan:

layanan sosial;

o

rumah tangga;

bisnis;

a0

industri;
kantor pemerintah;
penerangan jalan umum;

traksi;

5@ om0

penjualan curah;

[

layanan dengan kualitas khusus; dan/atau

j-  peruntukan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20
Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 dapat dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik
(tariff adjustment).
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Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dalam hal terjadi perubahan dari salah satu atau

beberapa faktor yang dapat memengaruhi BPP Tenaga

Listrik.

Faktor yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. nilai tukar mata uang dollar Amerika terhadap
mata uang rupiah (kurs);

b. harga energi primer;

c. inflasi; dan/atau

d. faktor lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Menteri.

Paragraf 2

Biaya Lain yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik

Pasal 21

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat
menerapkan biaya lain yang terkait dengan penyaluran
tenaga listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya
selain Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13.
Biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

biaya penyambungan;

uang jaminan langganan;
c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik;

dan/atau
d. Dbiaya lainnya sesuai dengan keperluan penyediaan

tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU.
Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan biaya yang dikenakan oleh
pemegang [UPTLU yang memiliki Wilayah Usaha kepada
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Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau
penambahan daya tenaga listrik.

Uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan jaminan berupa uang atau
bank garansi yang dikeluarkan oleh bank nasional atas
pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi
Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik reguler.

Biaya denda keterlambatan pembayaran listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
biaya yang dikenakan kepada Konsumen karena
pembayaran tagihan rekening listrik melampaui masa
yang ditetapkan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki
Wilayah Usaha.

Biaya lainnya sesuai dengan keperluan penyediaan
tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan
biaya yang dapat dikenakan kepada Konsumen karena
memengaruhi mutu dan/atau keandalan penyediaan
tenaga listrik pemegang IUPTLU di wilayah usahanya.
Biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik
untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapatkan penetapan dari Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Pasal 22

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus
melakukan konsultasi publik dengan pemangku
kepentingan sebelum mengajukan permohonan
penetapan Tarif Tenaga Listrik.

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha
mengajukan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik
secara tertulis kepada Menteri setelah melakukan

konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Ketentuan mengenai format surat permohonan
penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 23
Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi dengan
persyaratan berupa:
a. RUPTL;
b. BPP Tenaga Listrik; dan
c. susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga
Listrik.
RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan.
BPP Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan
tenaga listrik meliputi:
pembelian tenaga listrik;
biaya pemeliharaan;
biaya kepegawaian;
biaya administrasi;
penyusutan atas aktiva tetap operasional;

beban bunga atau keuangan; dan/atau

N o gk =

biaya lainnya terkait dengan penyediaan tenaga

listrik; dan

b. usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi
meliputi:
1. usaha pembangkitan tenaga listrik meliputi:

a) pembelian tenaga listrik termasuk sewa
pembangkit;

b) biaya bahan bakar termasuk biaya
pelumas, antara lain:

1) bahan bakar minyak;



g)
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2) gas alam;

3) panas bumi;

4)  batubara;

5) bioenergi;

6) pemanfaatan air;

7) bahan bakar lainnya; dan/atau

8) minyak pelumas;

biaya pemeliharaan;

biaya kepegawaian;

biaya administrasi;

penyusutan atas aktiva tetap
operasional;

beban bunga atau keuangan; dan/atau
biaya lainnya terkait pembangkitan tenaga

listrik;

2. usaha distribusi tenaga listrik dan/atau

usaha transmisi tenaga listrik meliputi:

a)
b)
)
d)
e)

f)

biaya pemeliharaan;

biaya kepegawaian;

biaya administrasi;

penyusutan atas aktiva tetap operasional,;
beban bunga atau keuangan; dan/atau
biaya lainnya terkait distribusi dan/atau

transmisi tenaga listrik; dan

3. usaha penjualan tenaga listrik meliputi:

a)
b)
)
d)
e)

)

biaya pemeliharaan;

biaya kepegawaian;

biaya administrasi;

penyusutan atas aktiva tetap operasional,;
beban bunga atau keuangan; dan/atau
biaya lainnya terkait penjualan tenaga

listrik.

Susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan

struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik untuk

Konsumen dengan peruntukan berdasarkan kondisi

Wilayah Usaha.
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Pasal 24

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi
terhadap permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan
benar.

Evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. besaran BPP Tenaga Listrik;

b. komposisi bauran energi;

c. tingkat efisiensi penyediaan tenaga listrik, antara
lain konsumsi bahan bakar spesifik (specific fuel
consumption) dan susut jaringan tenaga listrik;

d. susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik; dan

e. keuntungan usaha yang wajar.

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:

a. meminta klarifikasi kepada pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha;

b. meminta dokumen pendukung lainnya; dan/atau

c. melaksanakan konsultasi publik dengan pemangku
kepentingan.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau

penolakan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak evaluasi
permohonan selesai dilakukan.

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), pemegang [IUPTLU yang memiliki Wilayah

Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

penetapan Tarif Tenaga Listrik kepada Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 25
Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Menteri mengusulkan
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persetujuan Tarif Tenaga Listrik kepada DPR paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
evaluasi permohonan selesai dilakukan.
Usulan persetujuan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa formulasi yang
berlaku untuk satu atau beberapa pemegang IUPTLU
yang memiliki Wilayah Usaha.
Dalam hal belum terdapat persetujuan Tarif Tenaga
Listrik dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri menetapkan Tarif Tenaga Listrik yang mengacu
pada Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha yang telah ada.
Tarif Tenaga Listrik yang telah ada dan menjadi dasar
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
a. memiliki struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga
Listrik yang sejenis dengan struktur dan/atau
golongan Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTLU
yang memiliki Wilayah Usaha;
b. telah disetujui oleh DPR; dan
c. telah mendapatkan penetapan dari Menteri.
Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berlaku sampai dengan ditetapkannya Tarif Tenaga
Listrik yang baru oleh Menteri setelah mendapatkan
persetujuan dari DPR.
Dalam hal DPR menyetujui Tarif Tenaga Listrik yang
diusulkan, Menteri menetapkan Tarif Tenaga Listrik
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
mendapatkan persetujuan dari DPR.
Dalam hal DPR tidak menyetujui Tarif Tenaga Listrik yang
diusulkan, Menteri mengembalikan permohonan beserta
alasannya dan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah
Usaha dapat mengajukan kembali permohonan
penetapan Tarif Tenaga Listrik.
Selama proses pengajuan kembali permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tarif Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku.
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Bagian Ketiga

Perubahan Tarif Tenaga Listrik

Pasal 26

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat
mengajukan permohonan perubahan Tarif Tenaga Listrik
dalam hal terdapat perubahan:
a. BPP Tenaga Listrik;
b. susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga

Listrik; dan/atau
c. hal lain yang memengaruhi Tarif Tenaga Listrik.
Perubahan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan dari DPR.
Ketentuan mengenai penetapan Tarif Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan
Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
perubahan Tarif Tenaga Listrik.
Dalam hal belum terdapat persetujuan perubahan Tarif
Tenaga Listrik dari DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Tarif Tenaga Listrik mengacu pada Tarif Tenaga
Listrik sebelumnya yang telah ditetapkan.
Dalam hal DPR menyetujui perubahan Tarif Tenaga
Listrik yang diusulkan, Menteri menetapkan perubahan
Tarif Tenaga Listrik paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak mendapatkan persetujuan dari DPR.

Bagian Keempat
Penetapan Biaya Lain yang Terkait

dengan Penyaluran Tenaga Listrik

Pasal 27
Untuk mendapatkan penetapan biaya lain yang terkait
dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (7), pemegang IUPTLU yang memiliki
Wilayah Usaha mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Menteri.
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Permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan
penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan
penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 atau perubahan Tarif Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Ketentuan mengenai format surat permohonan
penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan
penyaluran tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 harus dilengkapi dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha;
b. penetapan Wilayah Usaha; dan
c. salinan IUPTLU.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perhitungan biaya lain yang terkait dengan

penyaluran tenaga listrik;
b. hasil survei harga produk; dan/atau
c. hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya

lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik.
Hasil survei harga produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b merupakan hasil survei harga produk
yang diperlukan dalam penyambungan baru atau
perubahan daya langganan di Wilayah Usaha pemegang
IUPTLU.
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Hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya lain
yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan
hasil evaluasi atas biaya lain yang terkait dengan
penyaluran tenaga listrik yang diusulkan sesuai dengan
kondisi dan karakteristik penyediaan tenaga listrik di
Wilayah Usaha pemegang IUPTLU.

Pasal 29
Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi
terhadap permohonan penetapan biaya lain yang terkait
dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap dan benar.
Dalam melakukan evaluasi permohonan penetapan
biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui
Direktur Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada
pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau
penolakan permohonan penetapan biaya lain yang terkait
dengan penyaluran tenaga listrik paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan
selesai dilakukan.
Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah
Usaha dapat mengajukan kembali permohonan
penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran
tenaga listrik kepada Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Menteri menetapkan biaya lain yang terkait
dengan penyaluran tenaga listrik paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan

selesai dilakukan.
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Bagian Kelima
Peninjauan Ulang Tarif Tenaga Listrik dan Biaya Lain

yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik

Pasal 30

Menteri dapat melakukan peninjauan ulang Tarif Tenaga
Listrik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6).

Dalam hal hasil peninjauan wulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perubahan Tarif
Tenaga Listrik, perubahan Tarif Tenaga Listrik dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31
Menteri dapat melakukan peninjauan ulang biaya lain yang
terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
Dalam hal hasil peninjauan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perubahan biaya
lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik,
perubahan biaya lain yang terkait dengan penyaluran
tenaga listrik dilakukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 32

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus
menyampaikan laporan realisasi Harga Jual Tenaga
Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik secara tertulis
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan.

Ketentuan mengenai format laporan realisasi Harga
Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
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Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus
menyampaikan laporan realisasi Tarif Tenaga Listrik,
penjualan tenaga listrik, dan BPP Tenaga Listrik secara
tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara
berkala setiap bulan.

(2) Ketentuan mengenai format laporan realisasi Tarif Tenaga
Listrik, penjualan tenaga listrik, dan BPP Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
Harga Jual Tenaga Listrik antarpemegang IUPTLU yang
memiliki Wilayah Usaha tidak memerlukan persetujuan Harga
Jual Tenaga Listrik sepanjang Harga Jual Tenaga Listrik
mengacu pada Tarif Tenaga Listrik yang telah ditetapkan oleh

Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tarif Tenaga
Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran
tenaga listrik yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya
lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang baru

berdasarkan Peraturan Menteri ini.
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Pasal 36
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang
I[UPTLU yang memiliki Wilayah Usaha yang telah
mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya
lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dari
gubernur harus melaporkan kepada Menteri paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini

diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian
Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006
tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau
Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; dan

b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan
Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1544),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 453

~ Salinan sesuai dengan aslinya
KEMEN—H%RHQN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JSS 34 EPALA BIRO HUKUM,
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF
TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL

TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA
LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor
Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ... ) Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan
Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini
kami mengajukan permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik
dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan administratif meliputi:
a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga

listrik;
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b. surat penetapan pengembang atau letter of intent (Lol); dan

c. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus
perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat
terakhir.

2. Dokumen persyaratan teknis meliputi:

a. informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik;

b. informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik;

c. berita acara harga perkiraan sendiri; dan

berita acara kesepakatan harga.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu™ Menteri,

kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

") diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini

") hapus yang tidak perlu

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SEWA JARINGAN
TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor
Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ... ) Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
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dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini
kami mengajukan permohonan persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. Dokumen persyaratan administratif meliputi:
a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha vyang
menyewakan jaringan tenaga listrik;
b. surat penetapan pengembang atau letter of intent (Lol); dan
data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus
perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat
terakhir.
2. Dokumen persyaratan teknis meliputi:
a. informasi terkait kelayakan teknis Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
b. informasi terkait kelayakan finansial Sewa Jaringan Tenaga
Listrik;
c. berita acara harga perkiraan sendiri; dan

berita acara kesepakatan harga.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu™ Menteri,

kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)
tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

" diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini

”) hapus yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

thd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMEN'I;ER{:AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
& f_f)-—j—* KEPALA BIRO HUKUM,
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF
TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, GUBERNUR,
ATAU BUPATI/WALI KOTA

Nomor
Lampiran

Hal : Permohonan Penugasan Pembelian Tenaga Listrik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ... ") Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara
Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini kami mengajukan
permohonan penugasan pembelian tenaga listrik dengan kelengkapan
dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan administratif meliputi:
profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik;
surat penetapan pengembang atau letter of intent (Lol); dan
c. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan
sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir.

2. Dokumen persyaratan teknis meliputi:
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a. informasi terkait kelayakan teknis;

b. informasi terkait kelayakan finansial;
c. Dberita acara harga perkiraan sendiri;
d. berita acara kesepakatan harga; dan

e. surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi

penyambungan dari pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu™ Menteri, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)
tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Y diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini

**)

hapus yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTER*AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KR IRO HUKUM,
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF
TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor
Lampiran

Hal : Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ... ") Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara
Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini kami mengajukan
permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik dengan kelengkapan dokumen
sebagai berikut:

1. RUPTL;
2. BPP Tenaga Listrik; dan

3. susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik.
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Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu™ Menteri, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)
) diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
" hapus yang tidak perlu
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTER}AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
”K'EPA IRO HUKUM,

M \dris F. Sihite



- 35 -

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF
TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN BIAYA LAIN
YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor
Lampiran
Hal : Permohonan Penetapan Biaya Lain yang Terkait dengan

Penyaluran Tenaga Listrik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ..." Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara
Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini kami mengajukan
permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga
listrik dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan administratif meliputi:
a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha;
b. penetapan Wilayah Usaha; dan
c. salinan IUPTLU.

2. Dokumen persyaratan teknis meliputi:
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a. perhitungan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik;
b. hasil survei harga produk; dan/atau
c. hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya lain yang terkait

dengan penyaluran tenaga listrik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu™ Menteri, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)
") diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
") hapus yang tidak perlu
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIA '_f,gNERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
L KEPALA BIRO HUKUM,




LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
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TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF
TENAGA LISTRIK

FORMAT LAPORAN REALISASI HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

ATAU SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor

Lampiran

Hal

Laporan Realisasi Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan

Tenaga Listrik *

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Mineral Nomor

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

...") Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara

Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini kami mengajukan

laporan realisasi Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan Tenaga Listrik

periode bulan ... tahun ... sebagai berikut:

No

Jenis Pembangkit

Nama

Pembangkit

Kapasitas
(mW)

COD

Durasi
PPA
(Tahun)

Lokasi

Provinsi | Alamat

Produksi
(kWh)

(PLTU/PLTG,/PLTGU/PLTA/
PLTBio/PLTS/PLTP)
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 Persetujuan Harga Jual Realisasi Harga Jual
. Eomponen Total Komponen | Towm .
Al B|]c | D] E |ABCD/ABCDEY [ A [ B | c | D | E |ABCD/ABCDE" | Keterangan
Ro/ | Ro/ | Rp/ | Rp/ | Rp/ Ro/ | Ro/ | Ro/ | Ro/ | Ro/ | o
1 : Rp/kWh ' Rp/kWh
KWh | kWh | kWh | kWh | kWh kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |

Demikian laporan kami, atas perhatian Bapak/Ibu® Menteri, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)
tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
% hapus yang tidak perlu
) diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

etd.

ARIFIN TASRIF

_—Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTER!AN ENERG| DAN SUMBER DA
A IRO HUKUM,

MINERAL

1. \dris F. SIRTte
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF
TENAGA LISTRIK

FORMAT LAPORAN REALISASI TARIF TENAGA LISTRIK, PENJUALAN
TENAGA LISTRIK, DAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor
Lampiran
Hal : Laporan Realisasi Tarif Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga

Listrik, dan BPP Tenaga Listrik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ..." Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara
Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, dengan ini kami mengajukan
laporan realisasi Tarif Tenaga Listrik, penjualan tenaga listrik, dan BPP Tenaga
Listrik periode bulan ... tahun ... sebagai berikut:

1. UMUM

DATA PENGEMBANG

Nama

Perusahaan
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Alamat
Alamat Utama No. Telepon No. Telepon
Cabang
No. Faksimile No. Faksimile
Website (Url)
Email

Nama

Contact Person

Email

No. Telepon/HP

DATA PERIZINAN

Jenis IUPTLU

Nomor IUPTLU

Masa Berlaku

Tanggal Terbit

Tanggal Berakhir

Jangka Waktu
(Tahun)

Batas Desa/Kelurahan
Wilayah Usaha

Kecamatan
(untuk
Pemegang Kabupaten/Kota
IUPTLU yang
Memiliki Provinsi
Wilayah Usaha)

Tenaga Listrik
Dijual kepada

DATA PELAKSANA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT

Tanggal | Tanggal
Nama - P Jangka Waktu
zin erbi erakhir
Operator Perusahaan Kontrak
Izin Izin
Operator
Pembangkit
Operator

Pemeliharaan




3. DATA FASILITAS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

A.

B.

Lokasi Pembangkit Tenaga Listrik
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Kapasitas Lokasi Pembangkit
: : Daya Tahun
N E .
Per;lll(j;l;ls kit Pem‘s;lakit Ufclaer:ﬁg; Terpasang Desa/ Kabupaten/ Koordinat Operasi
& & ( Unit x Daya Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi _° . _"e) p
(mW)) . 7s)
Gardu dan Fasilitas Penunjang
Fasilitas Penyaluran Kapasitas Tegangan Panjang Saluran Jumlah
(mVa) (kV) (kms) ( Unit)

Gardu Induk

Jaringan Transmisi

Jaringan Distribusi

Terhubung dengan Sistem (1)

Terhubung dengan Subsistem ()

Keterangan:

(1) Sesuai kondisi kelistrikan setempat (Contoh: Sistem Jawa, Madura, dan Bali atau Subsistem Bali)




4.

DATA PENGUSAHAAN TENAGA LISTRIK

A.

Produksi Tenaga Listrik
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Sertifikat Laik

Pembangkit Daya Daya Beban | Capacity Produksi Energi Pembangkit (mWh)
Afpm| Afa Operasi
Terpasang|Mampu| Tertinggi | Factor
No. (%) | (%) Total Energi | Total Energi untuk | Total Energi
Jenis | Nama (mW) (mW) (mW) (%) Nomor | Tanggal
Unit Dihasilkan Pemakaian Sendiri | Disalurkan
Total
Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit Tenaga Listrik
Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Sumber
Pembangkit Pelumas SFC/SHR Kontrak
MFO IDO HSD Gas Batubara | Lainnya ... Energi
Jenis | Nama | No. Unit | Liter Liter Liter MMBtu Ton Satuan ... Primer (M) Liter (Satuan/kWh) @
Keterangan:

(1) Pemasok energi primer yang digunakan sebagai bahan bakar
(@ Satuan Specific Fuel Consumption (SFC) sesuai kontrak




C.

Penjualan Tenaga Listrik

- 43 -

BPP Tenaga Listrik Tar;i:ﬁ{aga Data Penjualan Penjualan Energi (kWh)
Golongan Jumlah
(1) (2) (3)
(Rp/Satuan) (Rp/kWh) R — Bellzssaen WBP LWBP Jumlah

Jumlah

Keterangan:

(1) Satuan BPP Tenaga Listrik menyesuaikan pemakaian bahan bakar yang digunakan

@ WBP = Waktu Beban Puncak

©® LWBP = Luar Waktu Beban Puncak

Pembelian Tenaga Listrik (Apabila Ada)

Data Pembelian Pembelian (kWh)
Sumber Pembelian Nama WBP (1) LWBP @) Jumlah

PT PLN (Persero)

Pemegang IUPTLU Lain

Jumlah

Keterangan:
(1) WBP = Waktu Beban Puncak
2 LWBP = Luar Waktu Beban Puncak




5.

DATA PELAYANAN

A.

B.

C.

Tegangan Listrik
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Item Pengukuran

Hasil Pengukuran

Tegangan (kV)

Frekuensi (Hz)

Tegangan di Titik Transaksi Tegangan Tinggi

Tegangan di Titik Transaksi Tegangan Menengah

Tegangan di Titik Transaksi Tegangan Rendah

Beban Listrik

Item Pengukuran

Hasil Pengukuran

mW

Beban Rata—-Rata

Beban Puncak

Gangguan Pembangkit Tenaga Listrik

Jenis
Pembangkit

Jenis
Gangguan

Nama Nomor
Pembangkit Unit

Waktu Terjadi Gangguan Permasalahan
Gangguan Gangguan
L G
Da | e | O | ey | L
(kali) (kali) (jam:menit:detik) ggulang

Total Terjadi Gangguan
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Demikian laporan kami, atas perhatian Bapak/Ibu™ Menteri, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Jabatan)
tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

" diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini

" hapus yang tidak perlu
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

_Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
&/ I KERR IRO HUKUM,

"R \dris F. Sihite





